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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 36 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 
28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN 

SIPIL BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121) 
TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI 

BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN 
PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN 
UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (CERTIFICATION AND OPERATING 

REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety 
Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan 
Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan 
Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, 
Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak 
Berjadwal (Certification And Operating Requirements: 
Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers) telah 
diatur ketentuan mengenai informasi petugas operasi 
penerbangan pesawat kepada penerbang yang 
berwenang untuk angkutan udara domestik dan 
pesawat resmi negara; 
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b. bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan 
pada pengoperasian pesawat udara bagi perusahaan 
angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam 
negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak 
berjadwal, perlu dilakukan pengaturan terhadap 
mengenai kondisi medis penerbang, juru mesin 
pesawat udara dan personel kabin sebelum 
melakukan pengoperasian pesawat udara, kewajiban 
tatap muka pada saat penyampaian informasi oleh 
Petugas Operasi Penerbangan dan pengenaan sanksi 
administratif; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil 
Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang 
Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi 
Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan 
Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan 
Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification 
And Operating Requirements: Domestic, Flag, And 
Supplemental Air Carriers); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 
2014; 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 
2013; 
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5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 
2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 
Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 
121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan 
Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang 
Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional 
Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal 
(Certification And Operating Requirements: Domestic, 
Flag, And Supplemental Air Carriers); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 
Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 
67) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi 
Personel Penerbangan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG 
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL 
BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 
121) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN 
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN 
ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN 
DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN 
UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (CERTIFICATION AND 
OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND 
SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS). 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 
Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang 
Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan 
Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, 
Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification 
And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air 
Carriers), diubah sebagai berikut: 

1. Menambah butir 121.535 pada Sub Bagian T, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

121.535 Kondisi Medis Penerbang, Juru Mesin Pesawat Udara dan 
Personel Kabin Sebelum Melakukan Pengoperasian Pesawat 
Udara 
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